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Abstract:

This paper would like to see how the customs (‘urf) became one of source
Indonesian Islamic law. Figh Indonesia as reflected in the Compilation of
Islamic Law (KHI) in Indonesia contains important figh ruling, which not
only represents not just the Shafi'i schools, but also madhab four. In
addition, another important thing is that it contains KHI customs
consideration as a legal basis so that the product appears Gono-gini figh
treasures which are clearly different to the treasures of figh outside
Indonesia. Basing on the 'urf is based on the fact that the law change with
time, place and circumstances.

Abstraksi:

Tulisan ini ingin melihat bagaimana adat istiadat (‘urf) menjadi salah satu
satu sumber hukum figh Indonesia. Figh Indonesia sebagaimana
terefleksikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia memuat
putusan figh penting, yang tidak saja mewakili bukan hanya madzhab
Shafi’i, melainkan juga madhab empat yang lain. Di samping itu, hal
penting lain adalah bahwa KHI ini memuat pertimbangan adat istiadat
sebagai pijakan hukum sehingga muncul produk figh harta gono-gini yang
sangat jelas berbeda dengan khazanah figh di luar Indonesia. Pendasaran
pada “urf didasarkan pada kenyataan bahwa hukum itu berubah sesuai
dengan perubahan tempat, waktu dan keadaan.

Keywords: 'Urf, Source of Islamic Law, Figh Nusantara

I. Pendahuluan

Abdurrahman Wahid di tahun 1980-an pernah memunculkan gagasan
yang ia sebut dengan “Pribumisasi Islam”. Pribumisasi Islam sebagai bentuk
transformasi unsur-unsur Islam pada unsur-unsur budaya pribumi di
Indonesia, sesungguhnya merupakan bentuk akulturasi budaya dimana unsur-
unsur dari luar diterima oleh unsur-unsur lokal atau sebaliknya.! Menurut Gus
Dur, para mubaligh dimasa dulu lebih memilih untuk melakukan pribumisasi
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Islam dengan keluar dari arabo-centris? yang cenderung menjadi penafsiran
tunggal, melainkan dengan mematchkan ajaran Islam dengan local wisdom
Indonesia dan Jawa.? Dalam konteks itu, maka Gus Dur mengusulkan
mengganti kata Arab “assalamu’alaikum.” dengan kata “selamat pagi” yang
lebih sesuai dengan kondisi dan adat kebiasaan masyarakat Indonesia.

Dalam bahasa Ushul Figh, pribumisasi Islam adalah akomodasi terhadap
adat istiadat atau yang juga dikenal dengan “urf. ‘Urf adalah adat kebiasaan
yang berlaku di sebuah daerah dan dijadikan salah satu pertimbangan hukum
Islam. Sebagaimana maklum, ‘“urf digunakan sebagai salah satu acuan dalam
madzhab figh sehingga diktum-diktum figh didasarkan pada realitas adat
istiadat yang ada. Tak heran jika muncul kaidah: al-‘adatu muhakkamah, ats-
tsabitu bi al-"urfi ka ats-tsabiti bin nasshi ma lam yukhalif shar’an, kullu ma warada bis
shar’u wala dlabita lahu fihi wala fil lughati yurjau fihi ila al-"urfi, dan sebagainya.*
Figh yang ada, termasuk figh yang berkembang di Indonesia, tidak bisa lepas
dari keberadaan adat istiadat (“urf) Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Di kawasan Indonesia dimana figh berkembang menjadi karakter Islam,
corak figh di kawasan ini terlihat memperhatikan apa yang menjadi realitas di
masyarakat. Karena, figh bagaimanapun tidak terlepas dari ruang dan waktu
yang melingkupinya. Termasuk pergumulan figh dengan tradisi (‘urf) yang
berurat-akar dalam masyarakat muslim Indonesia mulai dulu hingga sekarang.
Para fugaha Indonesia dimasa dulu sangat mengakomodasi local wisdom pada
banyak tempat di kawasan Indonesia. Sehingga corak figh di Indonesia sangat
terasa kaitannya dengan tradisi-tradisi seperti tahlilan, mauludan, petik laut,
nikah culik (merarik) dan sebagainya.

‘Urf ini, dalam pandangan penulis, mengukuhkan corak apa yang
penulis sebut dengan Figh Nusantara.® Sejumlah produk Figh Nusantara
sebagai hasil pergulatan dengan adat istiadat bisa kita lihat bentuknya antara
lain: halal bi halal, harta gono-gini, pakaian kebaya ala Shinta Nuriyah Wahid
dan sebagainya. Dalam pergulatan yang panjang, akhirnya ditetapkan
beberapa produk Figh Nusantara sebagaimana dimaksud dengan landasan
salah satunya adat istiadat yang berkembang di Indonesia. Walhasil, “urf sangat
berperan penting dalam inspirasi pembentukan figh Nusantara di negeri ini
sebagaimana akan dibahas nanti.

II. ‘Urf: Dasar dan Pergumulan dalam Sejarah Islam

Secara bahasa, kata “urf merupakan derivasi dari kata ‘arafa-ya’rifu-"urfan,
yang berarti mengetahui. ¢ Secara terminologis, ‘urf dan adat memiliki arti yang
sama, meski sebagian jurist Islam ada yang membedakannya.

Abd. Wahab Khalaf menyatakan bahwa “urf adalah:
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“Sesuatu yag dikenal manusia dan dijalankan secara biasa, baik
berupa perkataan ataupun perbuatan”.”

Tidak jauh berbeda, Wahbah Zuhaili mendefinisikan “urf sebagai
sebagai:
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“Sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, dan dijalaninya dari tiap
perbuatan yang telah popular di antara mereka, atau juga lafaz yang
dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta
hanya (cepat) memungkinkan makna ketika didengarkan” .8

Ahmad Fahmi Abu Sunah menyebut “urf:
Jedlly dagldl t\_,_lg)\ adly o Jedal) ooty ade il (3 aal Lo ga

“Sesuatu yang terpatri dalam jiwa karena dipandang rasional dan
penerimaan watak yang sehat atasnya”.?

Abu Sunah menegaskan betapa tidak semua kebiasaan dianggap sebagai
‘urf. Di samping karena berulangkali telah dilakukan dan menjadi kebiasaan
sebagai bentuk kesepakatan para pelakunya, maka “urf harus bisa diterima oleh
akal sehat atau rasional. Persyaratan ini jelas meminggirkan “urf negatif atau
yang juga disebut dengan “urf yang fasid sebagaimana pembahasan nanti.

Sesungguhnya, pra syarat minimal keberlakuan ‘urf hanya dua;
ketetapan (al-istigrar) dan kontinuitas (al-istimrar). Istiqgrar menunjukkan bahwa
‘urf harus merupakan sesuatu yang mendapat kesepakatan antar para pelaku-
pelakunya. Di pihak lain, adanya al-istimrar dimaksudkan agar ‘urf dapat
dijadikan pedoman hukum yang memadai dan permanen serta tidak berubah-
ubah. Karena, bagaimana jadi-nya, jika hukum Islam yang semestinya
didasarkan pada prinsip stabilitas hukum (istigamat al-hukm), tiba-tiba harus
berubah-ubah dan berwatak temporer dalam tempo waktu yang sangat cepat.1?

Oleh karena itu, Islam hadir tidak sedang memusnahkan ‘urf yang
tumbuh-berkembang di masyarakat. Justru, Islam hadir dengan keadaan
menyeleksi ‘urf-"urf yang ada: jika tidak bertentangan dengan Islam, “urf terus
berjalan. Sebaliknya, jika Dbertentangan, Islam memusnahkan atau
memodifikasinya agar sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Definisi Abu
Sunah di atas harus diarahkan pada ‘urf yang ideal dan seharusnya, bukan “urf
yang realistis dan senyatanya yang terdapat dalam masyarakat kita.
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Secara historis, akomodasi “urf dalam Islam adalah sebuah keniscayaan.
Bukti menujukkan beberapa ‘urf pada masa sebelum Muhammad diadopsi
dalam agama Islam. Muhammad acapkali menetapkan adat-adat Arab yang
sudah berkembang secara turun temurun dari nenek moyang mereka.
Penetapan ini dalam hadith di sebuah dengan sunah tagririyah. 1! Ini artinya
senyampang tidak bertentangan dengan shari’at Islam, Nabi Saw. lebih
mengakomodasi ‘urf yang ada di Arab. Nabi Saw. sadar bahwa “urf ini tidak
seketika dapat dihapuskan, namun justru malah dijadikan penguat ajaran Islam
dengan melegalkannya.

Setidaknya ada tiga alasan penguat yang mendasari ‘urf diterapkan
sebagai sumber hukum Islam sebagaimana berikut:

Pertama, apa yang dipraktekkan dimasa Nabi Saw dimana haji dan
umrah umat Islam tetap melanjutkan apa yang dipraktekkan jauh sebelum
Islam. Berbagai ritual Arab seperti talbiyah, ihram, wuquf dan lain-lain
diteruskan untuk diterapkan dalam praktek haji umat Islam, kendati ritual lain
dalam haji seperti harus melakukannya dalam keadaan telanjang dihilangkan.
Demikian juga dengan hukum gisah dan diyat dimana keduanya merupakan
praktek budaya masyarakat pra Islam. Kedua budaya ini lalu diafirmasi
menjadi bagian dari ajaran Islam. 12

Abdul Karim menyebut pola rekruitmen adat-istiadat atau tradisi
masyarakat Arab ke dalam hukum Islam mengambil tiga pola. Pertama,
shari’ah mengambil sebagian tradisi itu dan membuang sebagian yang lain.
Kedua, Islam mengambil sebagian dan membuang sebagian yang lain dengan
melakukan penambahan dan pengurangan sana-sini. Ketiga, Islam
mengadopsinya secara utuh tanpa ada perubahan bentuk dan identitasnya. 13
Ketiga pola ini tidak mengganggu pada bentuk, prinsip dan isi shari’ah Islam
secara umum.

Kedua, setelah wafatnya Nabi Saw, para sahabat juga mendasarkan
hukum-hukum Islam yang ada dengan “urf masyarakat sekitar. Pada masa
dimana Islam melakukan ekspansi besar-besaran, maka terlihat jelas bahwa
Islam sangat memperhatikan budaya local masing-masing. Khalifah Umar
sebagai missal mengadopsi sistem dewan dan tradisi masyarakat Persia. Di
samping itu juga, Umar juga megadopsi system pelayanan pos yang juga
menjadi tradisi sasanid dan Kerajaan Byzantium. '4Ini semua mengukuhkan
bahwa para sahabat meneruskan langkah Nabi Saw. yang bersikap akomodatif
terhadap kearifan local (local wisdom).

Ketiga, generasi tabi'in yang hidup setelah sahabat juga memasukkan
klausul ‘urf dalam sumber hukum Islam. Madzhab Hanafi misalnya
membangun fighnya atas dasar ‘urf. Al-Nu'man ibn Thabit Ibn Zuti yang
dikenal dengan Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M) menggunakan tradisi
Kufah sebagai dasar penetapan hukumnya yang diakomodir dalam konsep
istihsan. Bahkan, Abu Hanifah menolak giyas demi mengunggulkan “urf. 15. Al-
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Syaibani (w. 189 M/805 M), seorang pengikut Abu Hanifah, menyatakan
bahwa aturan interpretasi yang sifatnya teoritis dan menunjukkan undang-
undang berasal dari “urf. 16

Abu Yusuf (w. 182 H/795 M) mengatakan bahwa adat menjadi
pertimbangan utama dalam system hukum madhhab Hanafi ketika nash yang
jelas tidak dapat ditemukan. 1”Masih menurut Abu Yusuf, jika suatu nash yang
berasal dari adat kebiasaan atau tradisi tertentu dan kebiasaan tersebut
kemudian mengalami perubahan, maka hukum yang ditegaskan oleh nas
tersebut menjadi gugur. Hal demikian ini, menurut Abu Yusuf, bukan bentuk
pengabaian nash, melainkan merupakan salah satu cara menakwilkannya.

Imam Malik juga menerima “urf sebagai sumber hukum Islam. Kita bisa
melihat beberapa karya Imam Malik seperti al-Muwatta’, al-Muda>wanah, dan
Fath al-Ali al-Malik mendasarkan hukum-hukumnya pada kemaslahatan
umum, dimana a ‘urf Ahli Madinah salah satunya. Imam Malik sering
menggunakan istilah “praktek yang kita setujui” menunjukkan bahwa “urf Ahli
Madinah dalam pandangan Imam Malik merupakan salah satu sumber hukum
yang paling kuat, bahkan lebih kuat daripada hadith Ahad. Karena
berdasarkan ‘urf Madinah ini, maka Imam Malik membebaskan para wanita
ningrat dari pelaksanaan aturan Qur’an yang memerintahkan para ibu untuk
menyusui anak-anak mereka, karena adat para wanita ningrat di Madinah
tidak menyusui anak-anak mereka. 18

Meski nyata-nyata menetang ‘urf, Imam Shafi'i ditengarai
mempertimbangkan ‘urf dalam penetapan sebuah hukum. Ini terlihat ketika
Imam Shafi'i meralat pendapatnya dari gaul gadim (Irak) ke gaul jadid (Mesir).
Tegasnya Shafi’i meninggalkan pendapat gaul gadim nya diganti dengan gaul
jadid karena “urf di Mesir menghendaki demikian. 19 Izzudin Abdus Salam (w.
660 H), seorang pengikut Shafi'i menyatakan bahwa bila suatu masyarakat
terdapat ‘urf yang sama dengan pernyataan lisan, maka ‘urf tersebut dapat
menggantikan ucapan dalam tindakan hukum. 20

Imam Ibnu Hanbal (164-241 H) terang menolak ‘urf sebagai sumber
hukum Islam. Namun, para pengikutnya seperti Ibnu Qudamah (w. 620 H)
menggunakan keberadaan ‘urf sebagai sumber hukum. Ibnu Qudamah
mendasarkan diktum-diktum fighnya pada adat. 2! Ibnu Taimiyah, pengikut
Ibnu hanbal yang lain, juga menggunakan “urf sebagai sumber hukum. Ketika
menyatakan kaffarat (sangsi) karena melanggar sumpah dengan kewajiban
memberi makan orang miskin dengan makanan secukupnya. Menurut Ibnu
Taimiyah, kata “makanan secukupnya” dikembalikan pada “urf setempat. 2

Pada aspek lain, seperti dinyatakan oleh para juris Islam, bahwa “urf
tidak seketika dijadikan sumber hukum Islam, melainkan harus melalui jalur
seleksi dengan berbagai pertimbangan sehingga dapat diafirmasi sebagai
bagian hukum Islam sebagaimaa tergambar dalam skema berikut ini:

70 AL-FIKR Volume 20 Nomor 1 Tahun 2016



‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Figh) Nusantara M. Noor Harisudin

Skema 1
‘Urf dan Perubahan Hukum

Perubahan
Hukum

Dengan demikian, semakin jelas bahwa “urf bukan metode hukum Islam
yang mandiri, melainkan harus berdasarkan pertimbangan lain?3. Ketika “urf
ditetapkan sebagai “urf shahih, maka harus dijumpai adanya dasar lain yang
mengatakan demikian. Misalnya maslahah 2*atau istihsan?> yang mendasari
adanya ‘urf tersebut. Oleh karena itu, ‘urf yang berlaku di beberapa tempat
seperti melangkahi kakak untuk menikah dengan membayar sejumlah uang
tertentu, merarik (nikah culik), petik laut dan sebagainya harus dikorelasikan
dengan kemaslahatan atau kemadlaratan yang diakibatkan oleh “urf tersebut.

Sebaliknya, ketika menetapkan maslahah, maka tidak bisa lepas dari
ruang dan waktu. Maslahah baru terlihat ketika diletakkan dalam konteks
tempat dan waktu tertentu. Karena itu, sebuah maslahah dalam ruang dan
waktu tertentu belum tentu menjadi maslahah pada ruang dan waktu yang
lain. Di sinilah, ‘“urf yang berbeda-beda dapat menetapkan hukum yang
berbeda-beda pula, sesuai dengan pertimbangan maslahah yang melatarinya.

Walhasil, meletakkan “urf sebagai sumber hukum Islam merupakan
bagian dari desain maslahah yang bersifat umum. Menurut Ali Hasbullah,
yang dikutip oleh Roibin, bahwa ada dua cara pendekatan yang dikembangkan
ulama ushul figh dalam istinbat hukum, yaitu melalui pendekatan-pendekatan
kebahasaan (teks) dan pendekatan makna atau maksud syari’ah. 26 Pendekatan
ini memasukkan “urf yang harus diketahui dalam keadaan dan tempat apa
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sebuah diktum figh dimunculkan sesuai dengan konteksnya yang berbasis
kemaslahatan manusia.

Al-Syarkhasi, seorang pengikut madhab Hanafi, mengatakan bahwa
konsep ‘urf itu sesungguhnya bagian dari maslahah mursalah.?” Maslahah
mursalah adalah maslahah yang didiamkan, tidak disetujui ataupun ditolak.
Namun, karena maslahah ini memenuhi kriteria seperti maslahah yang bersifat
umum, benar-benar mengandung maslahah serta tidak bertentangan dengan
shari’at?®, maka yang demikian ini dapat diterima sebagai landasan hukum.
Dengan demikian, melihat ‘urf adalah sama dengan melihat maslahah
mursalah itu sendiri.

II1. Figh Indonesia atau Figh Nusantara ?

Secara teoritik, terma Figh Indonesia ataupun Figh Nusantara
sesungguhnya memiliki makna yang sama. Hanya bedanya, Figh Indonesia
dimunculkan pada tahun 1940-an, oleh Hasbi as-Shidiqi, seorang Guru Besar
Hukum Islam di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (sekarang UIN Sunan
Kalijjaga) dan dijadikan sesuatu yang membedakan dengan figh Hijazi, figh
Mishri, Figh Hindi dan seterusnya?. Tema ini diulang kembali oleh Hasbi pada
tahun 60-an karena gagasannya di tahun 1940-an tidak mendapat respon yang
memadai. Pada tahun inilah, gagasan Hasbi mulai mendapat tempat di
masyarakat Indonesia. Ditunjukkan dengan respon luas dan kerja-kerja
kongkrit untuk menempatkan hukum Islam dalam lanskap hukum nasional
pada etape selanjutnya.

Sementara, Figh Nusantara secara konkrit dimunculkan dalam
Muktamar NU yang ke-33 di Jombang Jawa Timur pada tahun 2015 yang lalu.
Memang, tema yang diangkat masih umum, yaitu Islam Nusantara, namun
perdebatan di dalamnya adalah termasuk figh Nusantara. 3 Meski masih
belum matang, sebagai sebuah ide dalam bangungan besar Islam Nusantara,
patut diapresiasi dimana figh Nusantara menjadi bagian sangat penting dalam
masyarakat figh di Indonesia. Gagasan figh Nusantara pun dilanjutkan pasca
muktamar karena pembahasan Figh Nusantara pada saat itu tidak dilakukan
secara maksimal.

Figh Nusantara merupakan figh yang berkembang di lingkungan
Nusantara dengan karakternya yang khas sesuai dengan adat-istiadat
keindonesiaan3!. Seperti dikatakan Katib Syuriyah PBNU (2010-2015), K.H.
Afifudin Muhajir:

“Kalau ada Islam Nusantara, maka ada Figh Nusantara. Figh Nusantara
adalah paham dan prespektif keislaman di bumi Nusantara sebagai hasil
dialektika teks-teks syariat dan budaya, juga realitas di (daerah)
setempat.”32
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Lebih lanjut, Afifudin yang juga pengarang kitab Fath al-Muji>b al-Qari>b
ini menekankan adanya pemahaman kontekstual terhadap teks suci dengan
mempertimbangkan adat lokal (‘urf) demi kemaslahatan tak hanya dari segi
ukhrawi tapi juga duniawi sebagai dasar atau pilar dalam Figh Nusantara.
Nampak sekali Afifudin ingin memberi penekanan terhadap model dan modul
Figh Nusantara yang memiliki keunikan dan distingsi terhadap Figh jenis
lainnya yang menjadi mainstream pemikiran masyarakat muslim dunia.

Sementara itu, secara historis, Asmawi Mahfudz menyatakan bahwa Figh
Nusantara berkembang seiring dengan masuknya Islam di bumi Nusantara,
mulai zaman penyiar Islam awal (wali songo), masa kolonialisme, masa
kebangkitan pasca kemerdekaan, masa orde baru dengan gencarnya arus
modernisasi sampai masa milinium sekarang ini. Dari sekian fase atau
periodesasi berkembangnya Islam di Indonesia, nampaknya ajaran Islam dapat
dipraktikkan dengan subur oleh para pemeluknya.3

“Misalnya pada masa penyiar Islam nuansa sinkretisme ajaran Islam
mewarnai pengamalan Islam. Ini tidak lepas dari kultur dan keyakinan
masyarakat penganut agama agama sebelum Islam. Misalnya kejawen,
Hindu, Budha dan aliran-aliran keagamaan yang lain. Maka dengan
kondisi semacam ini para penyiar Islam juga menyampaikan Islam dengan
pendekatan kultural, agar Islam bisa dipahami dan diamalkan secara
sederhana tanpa meninggalkan elan ajaran Islam yang asasi. Artinya
pilihan Figh yang diterapkan oleh para penyiar Islam kala itu juga Figh-
Figh moderat yang dapat bersanding dengan budaya Nusantara”. 34

Figh Nusantara, oleh karena itu, bukan figh untuk orang-orang di
Nusantara karena yang demikian ini akan mengecilkan peran figh yang
sejatinya bersifat mondial dan global. Demikian halnya, juga bukan figh yang
dipahami hanya milik orang-orang di Nusantara karena yang demikian ini
akan mengkerdilkan figh yang bersifat universal untuk seluruh masyarakat
dunia. Tegasnya, jika dipahami figh untuk orang-orang Nusantara, maka figh
ini mengabaikan dimensi Islam rahmatan lil alamin. 35

Memang, bahwa salah satu perdebatan penting dalam figh Nusantara
adalah soal universalitas dan juga partikularitas. Mana diantara keduanya yang
dipilih: apakah universalitas ataukah partikularitas. Keduanya dipilih karena
ada dimensi universalitas pada satu sisi, namun juga ada partikularitas pada
sisi yang lain. Ada dimensi universalitas figh Nusantara yang dapat bertemu
dengan figh yang lain. Misalnya konsep-konsep tentang ibadah mahdlah seperti
ibadah haji, sholat, puasa, dan sebagainya pastinya tidak dapat dilepaskan dari
garis besar figh secara mondial di dunia karena yang demikian ini bersifat
universal dan meniscaya.
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Aspek universalitas Islam ini sering disebut juga thawabit, ajaran yang
tetap dan konstan dalam Islam yang tidak lapuk dimakan zaman. Ajaran yang
thawabit umumnya adalah formulasi ajaran Islam yang bersifat ta’abbudi
dimana akal tidak mampu menggapainya sehingga dibiarkan saja dalam
kemisteriusannya. Ada banyak ibadah yang tidak bisa dimengerti alasan
disyari’atkannya, tetapi menuntut untuk dipatuhi dan ditaati umatnya. 3¢ Jika
manusia saja seringkali membuat aturan yang tidak masuk akal, namun
manusia tetap saja mematuhinya, apalagi jika yang membuat aturan tersebut
adalah Tuhan, pasti manusiakan lebih mematuhi Tuhan. 37

Pada level yang sifatnya partikularitas, maka ajaran dan domain figh
mengajukan dimensi mutaghayirat. Mutaghayirat adalah ajaran Islam yang
berubah-ubah, sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang ada. Di
sini berlaku kaidah taghayuru al-fatwaa wa ikhtilafiha bihasbi taghayyuri a-azminat
wa al-amkinah wa al-ahwal wa an-niyat wa al-awaid. 38(Perubahan fatwa
bergantung pada perubahan waktu, tempat keadaan, niat dan motivasi). Lebih
subtil lagi, sesungguhnya perubahan itu tergantung pada ‘illatnya. (al-hukmu
yaduru ma’a illatihi wajudan wa ‘adaman).

Skema 2
Hukum yang Konstan (Thawa>bit) dan Berubah (Mutagha>yirat)

Hukum yang
Tidak Berubah

Dalam kaitan itu, selain mu’amalah, adat merupakan kategori ajaran Islam
yang mutaghayirat dimana akan terus berkembang sesuai dengan gerak
perubahan zaman. Tidak salah jika karena ini adat dikatakan setara
kedudukannya dengas nash selama tidak bertentangan dengan shari’ah. Dalam
sebuah kaidah ikatakan: Ats-Tsabit bi al-‘urfi ka ats-tsabiti bin nasshi ma lam
yukhalif shar’an. 3°Akomodasi Shari’ah terhadap pada adat merupakan
penghargaan terhadap kearifan local (local wisdom) yang bertebaran di muka
bumi selain juga menunjukkan dimesi rahmatan lil alaminnya agama Islam.
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Inilah yang juga diajukan oleh Hasbi, sang penggagas Figh Indonesia,
bahwa ulama Indonesia sangat perlu menyelenggarakan ijtihad dalam Figh
khas Indonesia dimana ‘urf dijadikan salah satu pertimbangan hukumnya.%
Dengan kata lain, Hasbi ingin menegaskan bahwa bukan hanya tempat dan
zaman yang mempengaruhi hukum, melainkan juga situasi dan kondisi tempat
hukum tersebut ditetapkan dan diberlakukan.#! Pasa aspek inilah, ijtihad umat
Islam diselenggarakan karena bagi Hasbie, tidak semua hukum Islam dapat
berubah, namun hanya yang dapat diijtihadi saja yang berubah.

IV. “Urf sebagai Sumber Hukum dalam Figh Nusantara

Secara realistis, respon figh terhadap adat istiadat dapat ditunjukkan
dengan akomodasinya secara proporsional terhadap “urf. Sebagaimana banyak
contoh, maka jual beli mu’athah adalah contoh figh yang sering dimunculkan.
Jual beli mu’athah yang tanpa ijab qabul dan semestinya tidak disahkan ini*?,
tetapi karena berdasar ‘urf maka jual beli ini diperbolehkan. Demikian juga
dengan jual beli anak kecil yang semestinya tidak sah karena belum baligh,
namun karena pertimbangan “urf, akhirnya diperbolehkan. 43

Seorang mujtahid harus paham benar bagaimana ‘urf di zamannya
karena sekiranya mujtahid hidup di masa yang berbeda dengan ‘urf yang
sekarang, maka mujtahid harus menyampaikan hukum yang sebaliknya karena
perbedaan ‘urf ini. Tidak heran jika para ulama mengatakan: “Syaratnya ijtihad
bahwa dia harus mengetahui berbagai adat manusia. Karena banyak sekali
hukum berubah-ubah karena perubahan zaman. Seandainya mujtahid
bersikukuh dengan hukum ini padahal adat sudah berubah, maka yang
demikian ini akan menjadikan madlarat dan masyaqqat bagi manusia”. 4

Secara logis, “urf diamini menjadi bagian dari “shari’at” karena ‘urf
merepresentasikan akal publik. Akal publik dalam Islam dianggap baik jika
akal publik ini mengatakan baik. Ma rashu al-muslimu>n hasanan fahuwa
indalla>hi hasanun. %Jika akal publik sudah menganggap baik, maka pasti
shari’i juga mengatakan demikian. Hanya saja, shar’i tetap memberi batas akal
publik selama tidak bertentangan dengan shari’at (ma lam yukhalif shar’an).
Karena akal publik juga bisa salah seperti ketika akal publik mengatakan
bahwa atas nama hak asasi manusia, hubungan sesama jenis itu diperbolehkan.

Dengan demikian, tidak semua ‘urf dapat diambil sebagai sumber
hukum Islam, melainkan hanya “urf yang shahih saja yang dijadikan acuan
tfigh. Selain ‘urf shahih, Abu Zahra menyebut ada ‘urf fasid. Jika “urf fasid
adalah adat kebiasaan yang bertentangan dengan shari’at, maka ‘urf shahih
adalah dat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan shari’at, dan oleh karena
itu masih tetap digunakan dalam Islam. 4 “Urf shahih inilah yang memperkaya
hukum Islam di seluruh dunia dengan aneka local wisdomnya.
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Secara umum, terdapat empat syarat sebuah tradisi dapat dijadikan
pijakan hukum, sebagaimana berikut:

Pertama, kebiasaan tersebut berlaku secara umum minimal berlaku pada
sebagian besar orang di sebuah tempat. Kalau ada yang tidak mengerjakan urf
ini, maka yang demikian hanya sebagian kecil saja. Karena ‘urf itu harus
didasarkan pada penilaian masyarakat pada umumnya. Jika banyak yang
melaksanakan, maka hal ini dipandang sebuah ‘urf. Di samping itu, “urf ini
harus berlaku konstan, yaitu sulit sekali untuk berubah-ubah. Jika ‘urf mudah
berubah, maka tidak akan diterima sebagai ‘urf yang shahih.#” Ini bisa
dipahami karena hal yang juga penting dalam pensyariatan hukum Islam
adalah stabilitas hukum (istigamat al-hukm).

Kedua, ‘urf sudah terbentuk sebelum atau bersamaan dengan masa
penggunannya. Karena itu berlaku kaidah: La ibrata bi al-Urfi al-T}ari, kebiasaan
yang baru muncul itu tidak diperhitungkan. Sebagai misal, istilah ulama yang
secara ‘urf dikatakan sebagai ahli Figh. Orang yang bukan ahli Figh tidak
dikatakan ulama menurut ‘urf sehingga ketika seseorang mewakafkan tanah
pada ulama, maka tanah tersebut harus diberikan pada ahli Figh. Demikian ini
akan terus berlaku bahkan pada masa berikutnya meskipun istilah ulama itu
mengalami pergeseran arti misalnya dengan arti yang lebih luas (bukan hanya
ahli Figh).

Ketiga, tidak terdapat ucapan atau pekerjaan yang nyata-nyata
bertentangan dengan nilai subtansial “urf. Dalam sebuah pasar misalnya, ada
tradisi tasqit ats-tsaman (pelemparan alat tukar atau uang) sebagai tanda bukti
pembayaran tanpa adanya ucapan. Tanpa mengucapkan sebuah kata, penjual
dan pembeli menganggap bahwa penetapan harga (thaman) sebagai bentuk
nyata persetujuan transaksi jual beli. Jika pembeli dia ketika melempar uang,
maka jual beli itu sah. Namun jika pembeli mengatakan bahwa tujuan
melempar uang itu adalah hanya sekedar iseng, maka jual beli ini tidak sah. Ini
sesuai dengan kaidah “ma yatsbutu bi al-‘urfi biduni adz-dzikri, la yatsbutu idza
nussa ‘ala khilafihi”. 48Segala sesuatu yang ditetapkan oleh adat tanpa
disebutkan, maka bila dilakukan sebaliknya tidak bisa dilegalisasi.

Keempat, ‘urf tidak bertentangan dengan teks Shari’ah. Dengan
demikian, ‘urf tetap memperhatikan nash-nash al-Qur'an dan al-Hadith,
sebaliknya tidak sampai menganulir seluruh aspek subtansial nash. Bila isi
subtansi nash tidak teranulir, maka demikian ini tidak dinamakan bertentangan
dengan nash karena masih terdapat beberapa nash yang tidak teranulir. Dalam
kasus ini, ada dua acuan hukum yang digunakan: acuan hukum yang
ditunjukki nash serta tidak tereliminasi dan acuan hukum berdasarkan ‘urf
tersebut. 49

Pada kriteria di atas ini, para ulama menyatakan bahwa ‘urf itu dapat
dilegalisasi oleh shari’at dengan satu catatan. Yaitu berupa “urf shahih yang
tidak bertentangan dengan dalil nash baik al-Qur’an maupun al-hadith.
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Selanjutnya, Abu Zahra membagi urf shahih menjadi “urf am dan “urf
khas. Adat ‘urfiyyah ammah adalah kebiasaan yang sudah berlaku menyeluruh
dan tidak mengenal batas waktu, pergantian generasi, atau letak geografis.
Tradisi jenis ini bersifat lintas batas, lintas cakupan, dan lintas zaman. Adat
‘urfiyyah ammah bisa berbentuk ucapan (gawli) atau pekerjaan (fi'li). 50
Sementara itu, adat ‘urfiyyah khassah ialah sejenis kebiasaan yang berlaku di
kawasan atau golongan tertentu, dan tidak tampak pada komunitas lainnya.
Tradisi jenis ini bisa berubah dan berbeda disebabkan perbedaan tempat dan
waktu. “Urf khassah juga bisa didefinisikan sebagai sebuah tradisi yang
dijalankan golongan tertentu, baik dalam satu kawasan, komunitas intelektual,
komunitas profesional, dan lain-lain. 5

Pada level ‘urf khassah inilah, pengaruh dalam figh Nusantara terlihat
dengan jelas dan gamblang. Indonesia yang kaya dengan “urf secara tidak
langsung menjadikan figh bergumul dalam kehidupan sehari-hari yang
bersinggungan dengan “urf. Pada masa Kolonialisme di Indonesia, praktik Figh
sebagai bagian dari Islam juga berhadapan dengan penguasa kolonial kala itu.
Ketika itu terjadi tarik ulur kebijakan recepcie oleh pemerintah belanda sehingga
Figh masa itu bisa berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum adat. Atau
berlaku teori sebaliknya “recepcie in contrario” yang menyatakan sebaliknya
bahwa hukum adat dan praktik hukum Islam (Figh) bisa berjalan beriringan
untuk masyarakat Nusantara.

Asmawi Mahfudz menyatakan bahwa setelah pasca kemerdekaan dan
orde baru serta ketika Islam sudah semakin kuat dan kondisi struktur sosial
masyarakat Indonesia juga tertata, maka muncul formulasi Figh ke-Indonesiaan
oleh Hasbi ash-Shidiqi, Figh Sosial oleh Rais “Am NU, K.H. Sahal Mahfudz dan
KH. Ali Yafie. Selain itu, juga muncul figh-figh yang lain seperti Figh
Pluralisme, Figh Lingkungan, Figh Nisa’, dan sebagainya dengan tujuan satu:
transformasi sosial ke masyarakat. Semua ini adalah ikhtiyar para pejuang
Islam Nusantara dalam rangka menjalankan Figh sesuai dengan kondisi
masyarakat Nusantara. 52

V. Produk Ijtihad Figh Nusantara Berdasarkan “Urf

Pada level produk ijtihad, penulis menyajikan tiga contoh bentuk figh
Nusantara. Yaitu jilbab penutup aurat, melangkahi nikah kakak dengan
membayar untuk memperoleh keridlaan, dan harta gono-gini. Ketiganya telah
digunakan selama ratusan tahun menjadi built-in dalam keseharian dan adat
istiadat masyarakat Indonesia, sebagaimana berikut:

Pertama, pakaian penutup aurat. Di Indonesia, berbeda dengan Negara
Arab yang penduduknya umumnya menggunakan baju gamis, maka baju
penutup aurat di Indonesia tidak sama dengan mereka. Dalam masyarakat
Jawa, muslim Jawa lebih senang menggunakan pakaian kebaya. Sementara,
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masyarakat Minang lebih senang menggunakan baju kurung dalam kehidupan
sehari-hari. Pakaian model ini jelas berbeda dengan pakaian Arab berupa gamis
atau jubah panjang dan tentunya juga menjadi adat orang Arab.>3

Adat menggunakan pakaian kebaya yang masih membuka wilayah leher
perempuan dalam kehidupan sehari adalah “urf yang diterima masyarakat
Indonesia. Demikian juga, ketika sholat, muslim Jawa menggunakan baju koko
dan kopyah yang berbeda dengan baju gamis di Arab Saudi. Dalam konteks ini,
ketika sholat menggunakan baju ini, maka sholatnya tetap sah karena
dipandang telah menutup aurat. Bagaimanapun, subtansi menggunakan baju
seperti ini adalah menutup aurat, yang oleh karenanya diijinkan meski berbeda
dengan pakaian yang digunakan orang-orang di Arab. 5

Kedua, dalam masyarakat Indonesia, terdapat adat yang berkembang,
bahwa seorang adik tidak boleh menikah sebelum mendapat ijin dari kakaknya
yang belum menikah. Sehingga untuk menikah, adik ini harus minta restu dan
membayar sejumlah uang sebagai tebusan atas kerelaan terhadap kakak yang
didahului menikahnya terlebih dahulu. Adat seperti ini tidak ada dalam figh-
tigh kita, demkian juga tidak ada dalam tradisi orang Timur Tengah. %

Adat istiadat ini diperbolehkan selama pembayaran uang tebusan
tersebut tidak memberatkan bagi pihak adik yang diposisikan sebagai calon
suami atau istri. Namun jika memberatkan dengan misalnya membayar uang
yang sangat mahal sehingga tidak terjangkau pihak adik yang mau menikah
dan mendahului kakaknya tersebut, maka demikian ini disebut dengan ‘urf
fa>sid yang harus ditinggalkan.5¢ Selama ini, adat ini yang berkembang di
sebagian masyarakat Indonesia.

Ketiga, harta gono-gini. Harta gono-gini, tidak ada dalam kamus figh
karena sejak semula harta itu dibedakan sebagai milik istri dan suami. Konsep
harta gono-gini atau harta bersama muncul dari adat beberapa daerah di
Indonesia. Dalam pandangan figh, harta bersama atau gono-gini ini termasuk
kategori syirkah abdan antara suami dan istri dalam keluarga. Karena baik suami
maupun istri setelah menikah, keduanya bekerja dan berkongsi dalam keluarga
sehingga menghasilkan harta yang menjadi mlik bersama. Oleh karena itu,
sudah selayaknya, harta ini dibagi secara adil dan merata.

Secara yuridis, harta gono-gini telah diundangkan dalam hukum positif
di Indonesia sehingga memiliki kuatan hukum yang kuat. Hukum positif
tersebut termaktub dalam UU Perkawinan Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum
Islam berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991. Dalam Pasal 37 Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi
Hukum dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian
maupun karena kematian, maka masing-masing suami istri mendapatkan
separoh dari harta harta bersama yang diperoleh selama perkawinan
berlangsung. 57

Ketentuan tersebut, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
No. 424 K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi
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hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami
istri) mendapat setengah bagian dari harta bersama (gono-gini) mereka. Jika
pasangan suami istri yang bercerai, kemudian masalah gono-gini atau harta
bersamanya dilakukan dengan cara musyawarah atau pedmaian, maka
pembagiaannya bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan atau kerelaan di
antara mereka berdua.

‘Urf sebagaimana dibahas ini bukan hanya dipraktekkan menjadi living
laws, namun juga telah ditetapkan menjadi positif laws. Jika sebelumnya tidak
memiliki kekuatan yang mengikat, maka dengan menjadi positif laws, “urf ini
mengikat pada seluruh masyarakat di Indonesia. 5 Namanya tidak lagi “urf
namun sebagai hukum positif (positif laws). Di masa yang akan datang, “urf
akan akan menjadi mitra dialog figh Nusantara sekaligus penyumbang nilai-
nilai dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia.

VI. Penutup

Kekhasan figh Nusantara yang diramu dengan ‘urf adalah tidak
terbantahkan keberadaannya. ‘Urf menjadi pertimbangan utama dalam
penentuan figh Nusantara. Yakni “urf shahih yang diafirmasi dalam Islam dan
kedudukannya setara dengan nash-nash Shari’at itu sendiri.

Hanya saja, Figh Nusantara harus tegas dengan ‘urf-'urf fasid yang
bertentangan dengan Islam. Sebut misalnya “urf riba yang berkembang luas di
tengah-tengah masyarakat kita. Demikian juga ‘urf bersalaman lain jenis yang
diijinkan untuk kepentingan mu’amalah, dan lain sebagainya. “Urf pergaulan
bebas antara remaja juga penting itu diawasi. ‘Urf-urf ini, ketika dikatakan
fasid, maka harus ditegaskan sebagai bagian ‘urf yang dilarang dalam Islam.

Jikapun Figh Nusantara pada akhirnya mengafirmasi ‘urf fasid, maka
‘urf fasid harus dimodifikasi sedemikian rupa agar tidak bertentangan dengan
shari’ah. Misalnya tradisi petik laut dengan menghilangkan unsur tabdzir dan
syirik, diganti dengan acara sema’an al-Qur’an dan tasyakuran ‘ala Islam.

Wallahu'alam **
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